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KABUPATEN NIAS
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SERI : CIOMOR : 44 TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 22 TAHUN 2002

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR 20 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSIIZIN
TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

\
I

t DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS,

: a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada
Daerah diberi peluang untuk menggali potensi
sumber pendapatan asli daerah ;

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan Daerah yang penting guna
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan Pembangunan Daerah untuk -
memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab ;

Menimbang

41

1

3•,i
;|
;



(Leinbaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Peinorinlahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839),

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848)|

5. Pcraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);

9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengawasan dan Pengendalian
Minuman Beralkohol ;

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

c. bahwa dengan adanya penataan organise Sk,

perangkat daerah berdasarkan Undang-undang ly
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintali «
Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nias K
Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Lzin *
Tempat Penjualan Minuman Beralkohol perlu ft .
diadakan perubahan sesuai dengan tugas pokok j;.
dan fUngsi satuan-satuan kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Nias ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimam
dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Nias tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Nias Nomor 20 Tahun 1998 tentang
Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol ;

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 .

tentang Pembentukan Daerah Otonom j
Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah ;®-

Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara*'
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran I®.

Negara Nomor 1092) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tefltangfl|

Kitab Undang-undang Hukum Acara PidanaJB||
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; Ji

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentangf
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaranf
Negara Tahun 1997 Nomor 41, TambahanJap
Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimina|Jp
telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 345
Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndanfrJKk
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajifBSI
Daerah dan Retribusi Daemh. f̂t

: •
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Mengingat dan

Daerah
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Peraturan
Keputusan

Rancangan
Rancangan

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 20
TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT
BERALKOHOL.

Undang-Undang,
Pemerintah dan
Presiden ; M

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 ,1
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri |
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; I

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 1
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara |
Pemungutan Retribusi Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175
Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Retribusi Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43
Tahun 1999 tentang sistem dan Prosedur
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah
dan Penerimaan Lain-lain ; Jfc Ketentuan dalam Peraturan Daerah xr x,

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 •tentang Retribusi Izin Temnat ixr
Nl3S N°m0r 20 Tahun 1998

Tahun 1993 tentang Penghunjukkan Penyidik Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 T" I, IT Beralk°h°l (Lembaran '

melakukan khususnya ketentuan Pasal 1 diubah sebaga' berikw *"* ® N°m°r ''>

I
Menetapkan

IZIN
PENJUALAN MINUMAN

Im
PasalI

Pegawai Negeri Sipil yang
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan

ketentuan Pidana 1
Daerah yang memuat
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993
Nomor 4) ; . B Da,am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 20 jH j Daerah adalah Kabupaten Nias ;
Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat M b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias
Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran MG c. Kepala Daerah adalah Bupati Nias ;
Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 1999|B d. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan
Seri B Nomor 11) i JK Energi Kabupaten Nias ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 « e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdaeanean
Tahun 2001 tentang Susunan Orgamsasi dan S Pertambangan dan Energi Kabupaten Nias ; 5 ’
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias M f Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias •

(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001 m g. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah
Nomor 11) ; H Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas PerindustrianPerdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Nias ;

5 Pasal 1
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Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau |\pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dalam rangka J i ,
r'

h.
S“ Kete,=?an R"rib“si Daerah Kurang Bayar Tambahanpembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan oleh M se,anJutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan vansPemerintah Daerah yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan • °Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan ; » S

CL- R!L^®tetapan Retnbusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkatPungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas ^^LB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebdianpelayanan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol ; K Pem°ayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dariIzin adalah izin tertuiis yang diberikan oleh Kepala Daerah bagi tempat .|k [,et usi yanS terhutang atau tidak seharusnya terhutang •penjualan minuman beralkohl dalam kemasan atau diminum di tempat 1 ^urat ^aS^an Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat'penjualan ; ^urat untuk melakukan tagihan retribusi danTempat penjualan minuman beralkohol adalah semua tempat yang berupa bunga dan atau denda;menjual minuman beralkohol dalam kemasan secara eceran maupun ;*
' u' emenksaan

diminum langsung di tempat penjualan ;
Pengawasan tempat penjualan minuman beralkohol adalah pengawasan|yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap tempat/lokasi pengedaran •:dan penjualan minuman beralkohol ; j
Tim Pengawasan dan Pengendalian Tempat/Lokasi dan Penjualan jMinuman Beralkohol adalah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala 2
Daerah yang beranggotakan Instansi Terkait di Daerah, yang bertugasj
membantu Kepala Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian;
tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol serta *

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah ;
Petugas adalah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Dinas untuk
melakukan pemungutan retribusi ;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terhutang ; |Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah iij
Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain
yang ditetapkan/dihunjuk oleh Kepala Daerah ,
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat
SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah
retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi. jumlah kekurangan
pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah <|£|retribusi yang masih hams dibayar ,

i.

j.

STRD adalah
atau sanksi administrasik.

adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untukmenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan| lain dalam rangka melaksanakan keientuan perundang-undangan di| bidang Retribusi ;|v. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaiantindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang| selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti|. yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidangRetribusi yang teijadi serta menemukan tersangkanya.

1.

m.

Pasal nWtk Peraturan Daerah >ni mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

n.

o.

’DwalTinf m“erimahl<a" pengundangan Peratoantherah mi dengan penempatannya dalam LembaranI Nias. Daerah KabupatenP -

i
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a
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 22 TAHUN 2002

TENTANG
| PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR 20 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSIIZIN
.»• TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Disahkan di Gununesitoli
pada tanggal 26 J u 1 i 2002 |

BUPATI NIAS,

D t o

BINAHATI B. BAEHA IB
i i -Diundangkan di Gunungsitoli

pada tanggal 20 September 2002 tJMUM
•iBerdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakaniebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa|enempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harusidhetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan

gRetribusi Daerah hams berdasarkan pada undang-undang.
1 Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 -

'H^Btentang Pembahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang|M|Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkanJ® dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatanJaBjl; pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut
dapat memberikan beban yang adil.

|1|; Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangHIPemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah|&' dan penerimaan bempa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran

, i-\ ro A D tvntcDAUiriniTPATFN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 44 Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lainLEi jS^ berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu||H|umber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunanKDaerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

1

fSEKRETAIUS DAERAH KABUPATEN NIAS,

V^̂ -AA' VQ 1

FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA
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Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu |

. mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri .

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
. Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi W
peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan
menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi (criteria yang telah ;ij|
ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Bahwa unit kerja yang menangani penerbitan izin tempat penjualan
minuman beralkohol selama ini adalah Bagian Perekonomian Sekretanat ^Daerah Kabupaten Nias. Akan tetapi , dengan adanya penataan organisasi JPemerintah Kabupaten Nias, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 1
Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keija|
Dinas Daerah Kabupaten Nias, m'aka yang menangani perizinan perlu ,1
disesuaikan kembali dengan tugas pokok dan fungsi satuan-satuan keija
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias. Denganfwfe

' Peraturan Daerah ini, maka yang menangani pemberian izin tempat|
penjualan minuman beralkohol adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan,.;

. Pertambangan dan Energi Kabupaten Nias.

I

i .

&PASAL DEMI PASAL I
Pasal I

Pasal 1
Cukup jelas

i
Pasal II

Cukup jelas
I
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